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TUJUAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL 
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pejabat Fungsional Perancang harus memenuhi Standar Kompetensi 
Jabatan Fungsional Perancang 

Pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki 
oleh Pejabat Fungsional Perancang dilakukan melalui Uji 
Kompetensi               perpindahan jabatan, promosi, kenaikan 
jenjang jabatan, dan pengangkatan kembali dalam JF 
Perancang.
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Permenpan No 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional 
Perancang Peraturan Perundang-undangan

UJI KOMPETENSI PERANCANG

Proses pengukuran dan penilaian terhadap
kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial
kultural dari Perancang dalam melaksanakan tugas
dan fungsi dalam jabatan.
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UJI KOMPETENSI JF 
PERANCANG DILAKSANAKAN 
UNTUKMENILAI DAN 
MENGUKUR 3 (TIGA) 
KOMPETENSI:

KOMPETENSI TEKNIS

01
KOMPETENSI 
MANAJERIAL 

02
KOMPETENSI 
SOSIOKULTURAL

03
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4 Kompetensi Teknis yang
harus dimiliki setiap

jenjang JF Perancang (Ahli 
Pertama, Ahli Muda,

Ahli Madya,
dan Ahli Utama) 

KOMPETENSI TEKNIS 
JF PERANCANG 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum lainnya
01

.

Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya

02.

03.

04.
Pembinaan Penerapan Pengetahuan tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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SUBYEK UJI KOMPETENSI 

01.

02.

04.

05

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui Perpindahan

dari Jabatan lain;

Perancang yang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan

jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi (bagi SK CPNS Formasi Perancang PUU

wajib telah lulus Pelatihan Fungsional Perancang PUU);

Perancang yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan

pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana

yang tugas jabatannya selain pembentukan pembentukan peraturan perundang-

undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, dan akan diangkat kembali

dalam jabatan fungsional Perancang.

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang tidak memenuhi standar

kompetensi (diajukan oleh PPK)
Peserta uji kompetensi berasal dari Kementerian, Lembaga, dan 

Pemerintah Daerah (berdasarkan hasil verifikasi)

Syarat 

Pengangkatan dan 

kenaikan jenjang

Sesuai 

kebutuhan 

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui Promosi;

03.



PERPINDAHAN DARI JABATAN 
LAIN 



Dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi perpindahan horizontal
dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional Perancang selain jenjang ahli
pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih
tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama yaitu (III/b) dengan ketentuan:
▪ persetujuan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi (termasuk

urgensi/alasan perpindahan jabatan yang disesuaikan dengan pangkat dari PPK).
▪ memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan persyaratan jabatan yg akan

diduduki
▪ mengikutidan lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan; dan
▪ angka kredit ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja secara proporsional

sesuai dengan jenjang yang akan diduduki.

PERPINDAHAN JABATAN
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▪ Berstatus PNS;
▪ Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
▪ Sehat jasmani dan rohani;
▪ Berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu hukum, hukum agraria dan pertanahan, hukum bisnis, hukum hak

kekayaan intelektual, hukum internasional, hukum kesehatan, hukum litigasi, hukum publik, hukum syariah, hukum dan
pembangunan, hukum keluarga islam, hukum pidana islam, hukum tatanegara, perbandingan mazhab, hukum ekonomi
syariah, ilmu falak, hukum agama hindu, hukum adat, atau kualifikasi bidang ilmu hukum lainnya yang ditentukan oleh
Instansi Pembina;

▪ Berijazah paling rendah magister untuk Jabatan Fungsional Perancang Ahli Utama;
▪ Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

penyusunan Instrumen Hukum Lainnya paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut;
▪ Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
▪ Persetujuan tertulis dari paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama
▪ Berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perancang Ahli Pertama dan Perancang
Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perancang Ahli Madya;
3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perancang Ahli Utama untuk PNS yang telah

menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perancang Ahli Utama bagi PNS yang

telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya;
▪ Tersedia lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Perancang yang akan diduduki.

UJI KOMPETENSI

PENDAFTARAN UJI 
KOMPETENSI 

DOKUMEN 
PERSYARATAN 

PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN 

JABATAN 



DOKUMEN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI   

Perpindahan jabatan

a) surat permohonan uji kompetensi melalui perpindahan dari jabatan lain dari:

i. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum diajukan kepada Sekretaris Jenderal

Kementerian Hukum;

ii. Pejabat Pembina Kepegawaian pada:

1. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan

lembaga nonstruktural; dan

2. Pemerintah Daerah,

diajukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

b) salinan keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

c) salinan keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

d) salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

e) salinan keputusan atau perintah penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang bersangkutan telah dan/atau masih

menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum

lainnya selama 2 (dua) tahun yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

f) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;

g) salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;

h) surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas bidang Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-

undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut yang ditandatangani pimpinan unit kerja;

i) salinan nilai prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;



j) surat persetujuan tertulis dari paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama;

k) surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan;

l) salinan kartu pegawai;

m) surat penetapan kebutuhan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau surat rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan

fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan;

n) bagi Pelaksana yang disesuaikan berdasarkan kepangkatan lebih tinggi dari (III/b) selain dokumen

persyaratan dalam huruf a sampai dengan huruf l) melampirkan urgensi/alasan dari Pejabat Pembina

Kepagawaian berupa surat pernyataan Pejabat Pembina Kepagawaian bahwa ada target prioritas

instansi dan lowongan kebutuhan Peraturan Perundang-undangan pada jenjang yang akan diduduki;

o) bagi Pejabat fungsional keahlian lain selain dokumen persyaratan dalam huruf a) sampai dengan huruf

l), melampirkan penetapan angka kredit konvensional, penetapan angka kredit integrasi, dan

penetapan angka kredit konversi terakhir;

p) Dalam hal PNS telah uji kompetensi Manajerial, Sosio, dan Kultural melampirkan Sertifikat Manajerial,

Sosio, dan Kultural oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan yang telah di akreditasi oleh BKN; dan

q) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan

Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dengan pertimbangan Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan.

Lanjutan Dokumen Persyaratan Perpindahan Jabatan…
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Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 
Perancang melalui Promosi

Promosi dilaksanakan dengan ketentuan:
• kenaikan Jenjang Jabatan Perancang 1 (Satu) tingkat lebih tinggi.
• Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui promosi berlaku

bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Perancang.
• Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perancang melalui promosi berlaku Bagi

Pejabat Fungsional Dalam Satu Kategori.
• Instansi Pengusul telah menerapkan manajemen talenta.
• mempertimbangan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional

Perancang.
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DOKUMEN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI   

Promosi

a)surat permohonan uji kompetensi melalui promosi dari:

i. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum diajukan kepada Sekretaris

Jenderal Kementerian Hukum;

ii. Pejabat Pembina Kepegawaian pada:

1. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural; dan

2. Pemerintah Daerah,

diajukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

b) salinan keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

c) salinan keputusan atau perintah penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang bersangkutan telah

dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan

penyusunan instrumen hukum lainnya selama 2 (dua) tahun yang telah dilegalisasi oleh Pejabat

Pembina Kepagawaian;

d) salinan ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

e) salinan nilai prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembina

Kepagawaian;
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f) surat persetujuan tertulis dari paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama;

g) surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang

bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik;

h) surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang

bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi Pegawai Negeri Sipil;

i) surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang

bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;

j) salinan kartu pegawai;

k) Dalam hal PNS telah uji kompetensi Manajerial, Sosio, dan Kultural melampirkan Sertifikat Manajerial,

Sosio, dan Kultural oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan yang telah di akreditasi oleh BKN;

l) surat penetapan kebutuhan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau surat rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan

fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan; dan

m) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jenjang Perancang Peraturan Perundang-undangan

Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dengan pertimbangan Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan.

Lanjutan Dokumen Persyaratan Promosi…
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PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
PERANCANG MELALUI

KENAIKAN JENJANG

a. Tersedia lowongan kebutuhan jabatan Perancang;
b. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
c. Memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jenjang

jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi (bagi SK CPNS Formasi Perancang PUU
wajib telah lulus Pelatihan Fungsional Perancang PUU);

d. Setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;

e. Telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
f. Syarat pendidikan bagi Perancang Ahli Madya menjadi Perancang Ahli Utama

dengan pendidikan magister.
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PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
PERANCANG MELALUI

KENAIKAN JENJANG

g. Pemutakhiran data Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik dilakukan 
secara mandiri oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan di aplikasi e-perancang.

h. Pemutakhiran data Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik dilaksanakan 
paling lambat bulan september minggu kedua Tahun 2025.

i. Dalam hal Perancang Peraturan Perundang-undangan belum melakukan pemutakhiran data, 
Perancang Peraturan Perundang-undangan belum dapat mengikuti uji kompetensi Perancang 
Peraturan Perundang-undangan sebagai penyelenggaraan fungsi pembinaan Perancang 
Peraturan Perundang-undangan oleh Instansi Pembina
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DOKUMEN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI   

Kenaikan Jenjang

a) surat permohonan uji kompetensi kenaikan jenjang dari:

i. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum diajukan kepada Sekretaris

Jenderal Kementerian Hukum;

ii. Pejabat Pembina Kepegawaian pada:

1. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural; dan

2. Pemerintah Daerah,

diajukan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan;

b) salinan keputusan penetapan kebutuhan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

c) salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

d) asli penetapan angka kredit konvensional, penetapan angka kredit integrasi, dan penetapan angka

kredit konversi terakhir;

e) salinan nilai prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian;
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f) salinan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

g) bagi calon pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melampirkan

dokumen sertifikat kelulusan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan;

h) Dalam hal Perancang Peraturan Perundang-undangan telah uji kompetensi Manajerial,

Sosio, dan Kultural melampirkan Sertifikat Manajerial, Sosio, dan Kultural oleh Badan

Pendidikan dan Pelatihan yang telah di akreditasi oleh BKN;

i) bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang akan menduduki jenjang Perancang

Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum terlebih

dahulu mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dengan

pertimbangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan

j) bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditempatkan diluar unit kerja yang

mempunyai tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan

instrumen hukum lainnya belum dapat mengikuti uji kompetensi Perancang Peraturan

Perundang-undangan.

Lanjutan Dokumen Persyaratan Kenaikan Jenjang…
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PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI PERANCANG

Uji Kompetensi 
dilakukan oleh Instansi 
Pembina Jabatan 
Fungsional Perancang.

2. 
Penyelenggaraan Uji Kompetensi
dilakukan oleh Tim Uji 
Kompetensi Perancang:
a. Tim Verifikasi
b. Tim Uji kompetensi Teknis

(DJPP)
c. Tim Uji kompetensi

Manajerial dan Sosial Kultural
(BPSDM Kemenkum)

1. 
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PENYELENGARAAN UJI KOMPETENSI TEKNIS

Uji kompetensi manajerial dan 
sosial kultural

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.

❑ penyelenggaraan uji kompetensi teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan secara

elektronik pada bulan November.

❑ penyelenggaraan uji kompetensi teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan

Kementerian Hukum dapat diselenggarakan dalam hal penetapan kebutuhan Perancang Peraturan

Perundang-undangan dengan nomenklatur Kementerian Hukum telah ditetapkan oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara.

(Akan disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum pada sosialiasasi 21 Oktober 2025)

❑ peserta mengikuti penyelenggaraan uji kompetensi teknis Perancang Peraturan Perundang-

undangan secara elektronik dilakukan setelah dinyatakan lulus verifikasi oleh Instansi Pembina.



PENYELENGARAAN UJI KOMPETENSI TEKNIS

Uji kompetensi teknis di bidang Jabatan 
Fungsional Perancang Peraturan 

Perundang-undangan;

Uji kompetensi manajerial dan 
sosial kultural

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua.

bagi peserta dalam wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melaksanakan:

❑ uji kompetensi teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik dengan metode

berbasis paper based test di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan, atau tempat lain (BPSDM) Kemenkum dengan pengawasan oleh

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan

❑ uji kompetensi teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik menggunakan

metode wawancara dilaksanakan di tempat tugas masing-masing.

bagi peserta diluar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melaksanakan:

❑ uji kompetensi teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik dengan metode

berbasis paper based test terpusat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh

Indonesia dengan pengawasan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan; dan

❑ uji kompetensi teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik menggunakan

metode wawancara dilaksanakan di tempat tugas masing-masing.



PERTAMA MUDA MADYA UTAMA

Umum

120 Menit = 20 Soal
estimasi pengerjaan 
Peserta : 6 menit
1 soal

120 Menit = 20 Soal
estimasi pengerjaan 
Peserta : 6 menit
1 soal

120 Menit = 20 Soal 
estimasi pengerjaan 
Peserta : 6 menit 1
soal

120 Menit = 20 Soal
estimasi pengerjaan 
Peserta : 6 menit 1 soal

Khusus

120 Menit = 8 Soal
estimasi pengerjaan 
Peserta : 15 menit
1 soal

120 Menit = 8 Soal
estimasi pengerjaan 
Peserta : 15 menit
1 soal

120 Menit = 6 Soal 
estimasi pengerjaan 
Peserta : 20 menit 1
soal

120 Menit = 6 Soal 
estimasi pengerjaan 
Peserta : 20 menit 1 soa
l

Wawancara
Teknis

10 menit/Peserta 10 menit/Peserta 10 menit/Peserta 10 menit/Peserta

ALOKASI WAKTU UJI KOMPETENSI TEKNIS

semua jenjang : 4 (empat) jam atau 240 (dua ratus empat puluh) menit 
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Pengetahuan Umum
Tes untuk mengetahui kompetensi dasar (kompetensi umum) Perancang Peraturan

Perundang-undangan dalam bidang hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan,

dan penyusunan instrumen hukum lainnya terkait aspek pengetahuan (knowledge) dan

sikap (attitude).

Pengetahuan Khusus
Tes untuk mengetahui kompetensi inti Perancang Peraturan Perundang-undangan di bidang

pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya

terkait aspek keahlian (skill).

Materi Teknis yang diujikan sesuai dengan kualifikasi jenjang Perancang.

MATERI UJI KOMPETENSI TEKNIS

Kompetensi
Teknis

Standar
Kompetensi

Kementerian Hukum
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Skor Kualifikasi

90 – 100 Sangat Memuaskan

80 – 89 Memuaskan

70 – 79 Cukup Memuaskan

< 70 Kurang Memuaskan

SKOR KELULUSAN UJI KOMPETENSI

Pembobotan hasil uji kompetensi teknis Perancang Peraturan
Perundang-undangan minimal nilai kelulusan 70% (tujuh puluh persen).

Kementerian Hukum
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SERTIFIKAT KOMPETENSI PERANCANG DAN 
REKOMENDASI

Instansi Pembina akan menerbitkan:
1. Sertifikat;
2. Rekomendasi:

a. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang;
b. Kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi;
c. Masih atau tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional Perancang;
d. Dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Perancang, bagi Peserta yang telah

dinyatakan lulus Uji Kompetensi.
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UJI KOMPETENSI ULANG 

Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang
pada periode berikutnya.

Permohonan usulan Uji Kompetensi ulang disampaikan oleh PPK instansi asal peserta
kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan tetap mendaftar pada
aplikasi resmi kemenkum.
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PELAPORAN PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JENJANG
JF PERANCANG

Salinan Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan dan Kenaikan Jenjang Jabatan

Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji Jabatan

KEPADA INSTANSI PEMBINA melalui Dirjen Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum
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No

.

Kegiatan DJPP Timeline Kegiatan BPSDM Timeline

1 Sosialisasi uji dan pengumuman kompetensi

kepada peserta (Beserta Kanwil)

Senin, 20 Oktober 2025 1 Input Simponi dan kode billing 7 November 2025

2 Pendaftaran uji kompetensi Senin-Minggu, 27 Oktober – 2 

November 2025 , 7 (tujuh) hari

kalender

2 Penyampaian kode billing ke peserta 8 November 2025

3 Verifikasi Senin-Rabu, 3-5 November 2025 3 Pembayaran 9-12 November 2025

4 Sanggah Hasil Verifikasi Kamis, 6 November 2025 4 Rapat persiapan Ukom Mansoskul

BPSDM dengan DJPP

09.00 WIB 15 November 2025

5 Pengarahan kepada Kakanwil dan Teknis IT oleh 

Pusdatin

Jumat, 7 November 2025 5 Pra ukom Mansoskul 17 November 2025

6 Pengumuman verifikasi dan pemanggilan peserta

uji kompetensi

10.00 – 12.00 WIB Jumat, 7

November 2025

6 Uji Kompetensi Manajerial dan

Sosial Kultural (PJJ)

19-20 November 2025

7 Bimtek Uji Kompetensi Selasa, 11 November 2025 7 Rapat pleno hasil Uji Kompetensi

Manajerial dan Sosial Kultural

2-3 Desember 2025

8 Uji Kompetensi Teknis Kamis, 13 November 2025 (perjadin

11-13 November 2025)

-

9 Uji Kompetensi Wawancara Teknis Jumat, 14 November 2025 -

10 Rapat pleno hasil Uji Kompetensi Teknis Senin - Rabu, 24-26 November 2025 -

11 Pengumuman hasil Uji Kompetensi Teknis Rabu, 10 Desember 2025 8 Pengumuman hasil Uji Kompetensi

Mansoskul

Rabu, 10 Desember 2025

12 Penetapan rekomendasi teknis - 9 Penerbitan sertifikat Mansoskul

JADWAL UJI KOMPETENSI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2025



TERIMA KASIH
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